



A. Latar Belakang Masalah  
 Era modern zaman sekarang, perdagangan tidak lagi dalam lingkup dalam negeri 
saja tetapi juga luar negeri. Adanya komunikasi atara warga suatu negara dengan negara 
lain yang semakin mudah maka kesempatan bagi setiap individu dapat melakukan 
kerjasama lebih terbuka lebar. Negara kita, Imdonesia yang merupakan negara 
berkembang, menjadi negara yang bisa menarik perhatian warga asing untuk 
menanamkan modalnya dengan harapan bisa mengembangkan usahanya di Indonesia. 
Investasi warga negara asing (WNA) juga dikarenakan adanya perkawinan campur antara 
warna Negara asing (WNA) dengan warga negara Indonesia (WNI).  
 Banyaknya pendatang khususnya WNA yang hendak berinvestasi dan tinggal di 
Indonesia, tentu saja memerlukan tanah untuk dapat mewujudkan tujuannya tersebut, 
seperti halnya dalam berinvestasi pembangunan sebuah villa, hotel, restoran dan 
sebagainya. Melihat kondisi tersebut, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya 
disebut UUPA. UUPA mengatur mengenai bentuk-bentuk penguasaan atas tanah oleh 
warga Negara asing, berupa hak pakai dan hak sewa. Dalam Undang-Undang Penanaman 
Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 33 ayat 1 juga ditegaskan bahwa penanaman dalam 
negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam perseroan 
terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa 
kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama asing. 
Ketentuan asas kebangsaan atau asas nasionalitas yang terdapat pada Penjelasan 
Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 
(selanjutnya disingkat UUPA) bahwa asas Nasionalitas yang memberikan batasan dalam 
lalu lintas tanah ini yang mengakibatkan terdapat perlakuan yang berbeda atas benda 
tanah dan benda bukan tanah. Hal ini dituangkan pada Pasal 1 ayat (1) UUPA yang 
menyatakan: “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat 
Indonesia”. 
Asas ini hanya memberikan hak kepada WNI dalam kepemilikan hak atas tanah, 
telah tertutup kemungkinan WNA untuk dapat memilikinya. Hal ini jelas bahwa hak 
kepemilikan atas tanah tertentu (HM, HGU, HGB) di wilayah Indonesia diperuntukkan 
hanya untuk WNI.1 
Warga Negara asing di Indonesia hanya boleh menggunakan hak pakai dan hak 
sewa apabila ingin menguasai tanah di Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 42 
sub b dan Pasal 45 sub b UUPA yang berbunyi ; 
Pasal 42 sub b : 
“Yang dapat mempunyai hak pakai ialah : 
1. Warga Negara Indonesia; 
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
3. Badan hukum yang didirikan menurut hokum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia; 
4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.” 
5. Pasal 45 sub b : 
“Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah : 
1. Warga Negara Indonesia; 
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia; 
4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.”  
Mengenai hak milik atas tanah terhadap warga Negara asing, UUPA memang tidak 
mengaturnya scara jelas. Dalam Pasal 21 UUPA menyebutkan bahwa :2 
1. Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 
2. Oleh pemerintahan ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak 
milik dan syarat-syaratnya. 
3. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik 
karena pewarisan tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan, 
demikian pada warga Negara Indonesia mempunyai hak milik dan setelah 
                                                   
1 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada  
 Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, (Suatu Konsep dalam  
 Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,  
 hlm. 114. 
2 Mudjiono, Hukum Agraria, Cetakan  I, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992, hlm. 9. 
berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib 
melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak 
tersebut atau hilang kewargangaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut 
lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum 
dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain 
yang membebanninya tetap berlangsung. 
4. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 
kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik 
dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. 
Aturan mengenai penguasaan hak atas tanah oleh warga Negara asing sebagai 
subjek pemegang hak pakai juga diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA, yaitu : 
“Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan 
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung 
memindahkkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga Negara yang 
di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing 
atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan pasal 21 ayat (2), adalah 
batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, baahwa 
hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua 
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapet dituntut kembali.” 
Terhadap permasalahan yang terjadi pada warga Negara asing tersebut, maka 
dibuatlah perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak milik secara tidak 
langsung kepada warga Negara asing dalam bentuk :3 
1. Akta pengakuan hutang. 
2. Pernyataan bahwa pihak warga Negara Indonesia memperoleh fasilitas pinjam 
uang dari warga Negara asing untuk digunakan membangun usaha. 
3. Pernyataan pihak warga Negara Indonesia bahwa tanah hak milik adalah milik 
pihak warga Negara asing. 
4. Kuasa menjual. Pihak warga Negara Indonesia memberi kuasa dengan hak 
substitusi kepada warga Negara asing untuk menjual, melepaskan atau 
memindahkan tanah hak milik yang terdaftar atas nama pihak warga Negara 
Indonesia untuk meroya dan menyelesaikan semua kewajiban utang piutang pihak 
warga Negara Indonesia. 
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5. Kuasa roya. Pihak warga Negara Indonesia memberi kuasa dengan hak substitusi 
kepada pihak warga Negara asing secara khusus mewakili dan bertindak atas 
nama pihak warga Negara Indonesia untuk meroya dan menyelesaikan semua 
kewajiban utang piutang pihak warga Negara Indonesia. 
6. Sewa menyewa tanah. Warga Negara Indonesia sebagai pihak yang menyewakan 
tanah memberikan hak sewa kepada warga Negara asing sebagai penyewa selama 
jangka waktu tertentu,misalnya 25 tahun, dapat diperpanjang dan tidak dapat 
dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. 
7. Perpanjangan sewa menyewa. Pada saat yang bersamaan dengan pembuatan 
perjanjian sewa menyewa tanah (huruf f), dibuat sekaligus perpanjangan sewa 
menyewa selama 25 tahun atau dengan ketentuan yang sama dengan huruf f. 
8. Perpanjangan sewa menyewa. Sekali lagi pada saat yang bersamaan dengan 
pembuatan perjanjian sewa menyewa tanah (huruf f dan g), dibuat perpanjangan 
sewa menyewa lagi untuk waktu 25 tahun dengan ketentuan yang sama dengan 
huruf f dan g. 
9. Kuasa. Pihak warga negaa Indonesia memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 
pihak warga Negara asing (penerima kuasa) untuk mewakili dan bertindak untuk 
atas nama pihak warga Negara Indonesia mengurus segala urusan, 
memperthatikan kepentingannya, dan mewakili hak-hak pemberi kuasa untuk 
keperluan menyewakan dan mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), 
menandatangani surat pemberitahuan pajak dan surat lain yang diperlukan, 
menghadap pejabat yang berwenang serta menandatangani semua dokumen yang 
diperlukan. 
Perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama merupakan suatu upaya untuk 
memberikan kemungkinan bagi warga Negara asing memiliki hak milik atas tanah yang 
dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) adalah dengan 
jalan menggunakan kedok melakukan jual beli atas nama warga Negara Indonesia, 




Disamping itu, dibuatkan suatu perjanjian antara warga negara Indonesia dan 
warga negara asing dengan cara pemberian kuasa, yang memberikan hak yang tidak 
dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (warga negara Indonesia) dan memberikan 
kewenangan bagi penerima kuasa (warga negara asing) untuk melakukan segala 
perbuatan hukum berkenaan dengan hak milik atas tanah tersebut.4 
 
Perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian lain terkait dengan penguasaan 
hak milik atas tanah oleh warga negara asing menunjukkan bahwa secara tidak langsung 
melalui perjanjiann notariil, telah menjadi penyelundupan hukum.5  
Keberadaan nominee di Indonesia sudah bukan merupakan hal yang baru. Pada 
zaman Pemerintahan Belanda pun telah terjadi penyelundupan hukum dalam memiliki 
Hak Milik atas Tanah, meskipun telah diatur dalam Staatsblad 1870 Nomor 179 tentang 
larangan pengasingan tanah (Grond Vevreemdingsverbod) adalah HM (adat) atas tanah 
tidak dapat dipindahkan oleh orang-orang Indonesia asli kepada bukan Indonesia (asli). 
Oleh karena itu, semua perjanjian yang bertujuan memindahkan hak tersebut, baik secara 
langsung maupun tidak langsung adalah batal karena hukum,6 sehingga sejak dahulu 
sudah terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh WNA Belanda, Tionghoa dan 
WNA lainnya dengan menikahi penduduk adat setempat untuk memiliki HM atas tanah.7 
Penyelundupan hukum dalam bidang agraria seperti ini sering terjadi di 
Indonesia, karena adanya penduduk Indonesia yang masih berstatus orang asing yang 
secara tidak langsung memperoleh hak milik atas tanah Indonesia, yaitu dengan cara 
menggunakan kedok yang disebut “strooman” (pria) dan stroovrouw (wanita) dengan 
cara tersebut orang asing itu seolh-olah memiliki hak milik atas tanah. Misalnya orang 
asing hendak membeli sebidang tanah untuk membuka suatu usaha, ia tidak membelinya 
secara langsung tetapi memakai nama “temannya” yang berkewarganegaraan Indonesia. 
Dan biasanya diikat dengan suatu perjanjian utang piutang yang jumlahnya meliputi 
harga tanah yang dijadikan jaminan utang strooman dan juga diikat dalam suatu 
perkawinan. Apabila hal ini diketahui oleh instansi-instansi yang diberi wewenang untuk 
mengatur dan mengurus agraria, maka diputuskan untuk dinyatakan bahwa jual beli itu 
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batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara. Jadi dilarang oleh Pasal 26 ayat 
(2) UUPA.8 
Ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu 
kepastian hukum (rechtssherheit), kemanfaatan (zuecmassigkzit), dan keadilan 
(gerechtigkeit).9 Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam dunia hukum 
memerlukan alat bukti untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang dimasyarakat. 
Notaris dalam hali ini memegang peranan yang sangat penting dalam pembuktian 
kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dimasyarakat. Tugas Notaris dalam 
masyarakat untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum adalah bersifat 
preventif atau pencegahan adanya masalah hukum dengan cara membuat akta otentik 
yang dibuat dihadapan Notaris terkait dengan status hukum. Akta yang dibuat oleh 
Notaris selanjutnya akan berfungsi sebagai salah satu alat bukti yang paling sempurna 
apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak dan/atau penerima hak dari padanya 
mengenai hak dan kewajiban yang terkait.  
Notaris dalam hal membuat alat bukti tertulis yang merupakan alat bukti autentik, 
adalah merelatir kehendak dari para pihak/penghadap untuk dinyatakan dalam akta yang 
dibuat dihadapannya, agar tidak melanggar undang-undang, sekaligus agar kehendak para 
pihak terlaksana secara baik dan benar. Dengan merelatir dan melakukan fungsi sebagai 
pejabat publik yang berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum tersebut bisa 
diartikan notaris tidak pasif atau berperan sebagai dictaphone yang hanya menerima 
begitu saja apa yang diminta oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta, tetapi juga 
harus berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi dari akta yang dimintakan 
kepadanya dan tidak perlu ragu untuk menyatakan keberatan/menolak jika pihak yang 
memintanya tidak sesuai dengan kelayakan maupun Undang-Undang.  
Fungsi keberadaan notaris di dalam memberikan jasanya sekaligus agar tidak 
berbenturan maupun melanggar hukum, karena fungsi notaris adalah secara professional 
terikat, sejauh kemampuannya untuk mencegah penyalahgunaan dari ketentuan hukum 
dan kesempatan yang diberikan oleh hukum. Perlu menjadi perhatian bahwa notaris 
bukan merupakan juru tulis kliennya, oleh karena itu notaris perlu mengkaji apakah yang 
diminta para klien tidak melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
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atau bahkan telah terjadi praktek penyelundupan hukum.10 
Pembuatan akta notarill sendiri dianggap sebagai jalan keluar untuk melewati 
batasan-batasan dalam beberapa tindakan tertentu yang sebenarnya telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Konsep penyelundupan hukum dalam bidang agraria ini 
merupakan hal yang baru yang disebaban oelh warga Negara asing ingin 
memiliki/menguasaihak milik atas tanah di Indonesia dengan cara melakukan perjanjian 
nominee/pinjam nama secara notarill. Dengan kata lain suatu perjanjian nominee/pinjam 
nama merupakan perjanjian yang dibuat antara seorang yang menurut hukum tidak dapat 
menjadi subjek hak atas tanah tertentu (hak milik), dengan warga Negara Indonesia, 
dengan maksud agar warga Negara asing tersebut memiliki/menguasai tanah secara de 
facto namun secara legal-formal dejure tanah hak milik tersebut merupakan milik dari 
warga Negara Indonesia 
Salah satu daerah di Indonesia yang menarik perhatian warga negara asing yaitu 
Bali. Para warga negara asing tersebut beranggapan bahwa Bali merupakan daerah wisata 
dengan keindahan alamnya yang indah sehingga mereka berpikir untuk melakukan 
kegiatan bisnis dan investasi di wilayah tersebut. Banyak wisatawan asing yang datang ke 
Bali membuat pembangunan dalam bidang perhotelan, kafe, tempat wisata, maupun villa 
sebagai bentuk dari kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia. Pembangunan bisnis dan 
investasi yang dilakukan oleh WNA tersebut memerlukan tanah untuk menunjang dan 
membangun kegiatan usaha mereka. 
Kepemilikan atas hak milik di Indonesia merupakan suatu hak yang hanya bisa 
dimiliki oleh warga negara Indonesia saja. Warga negara asing, berpikir bahwa hak atas 
tanah yang diatur pemerintah untuk WNA tidak cukup untuk mengembalikan modal yang 
sudah ditanamkan mereka di Indonesia. Munculnya nominee menjadi “jalan keluar”  bagi 
warga negara asing yang ingin menguasai hak milik atas tanah. Nominee sendiri memiliki 
pengertian bahwa orang lokal di pinjam namanya oleh warga negara asing agar seolah-
olah tempat tersebut milik dari orang lokal, tetapi warga negara asing tersebutlah yang 
memberika dana dalam pembangunan ditempat tersebut. Pada awalnya bisa saja tidak ada 
sengketa antara kedua belah pihak namum dikemudian hari penggunaan pinjam nama 
tersebut bisa menimbulkan sengketa yang bisa merugikan kedua belah pihak.  
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Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang sebagaimana tersebut 
diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji lebih dalam tentang 
“PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING 
SECARA PINJAM NAMA ATAU NOMINEE DI KABUPATEN BADUNG” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah 
yaitu 
1. Mengapa warga negara asing melakukan penguasaan hak atas tanah oleh dengan 
menggunakan pinjam nama atau nominee ? 
2. Bagaimana akibat hukum penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh warga 
Negara asing ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk dapat menganalisis adanya penguasaan hak atas tanah  oleh warga 
Negara asing dengan menggunakan pinjam nama atau nominee 
b. Untuk dapat menganalisis akibat hukum penguasaan hak atas tanah yang 
dilakukan oleh warga Negara asing. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum sebagai 
sarana untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam 
meraih gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu 
pengetahuan di bidang Ilmu Hukum. 
c. Untuk menambah, memperluas dan mengembangkan pengetahuan peneliti 
dalam masalah kenotariatan khususnya mengenai penguasaan hak atas tanah 
yang dilakukan oleh warga Negara asing secara pinjam nama atau nominee 
agreement. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Kajian penelitian hukum diharapkan memberikan manfaat yang dapat 
dipergunakan oleh pihak yang terkait di dalam penelitian hukum ini, yaitu bagi penulis, 
pembaca dan pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan ini, antara 
lain : 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini Hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat berguna dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang kenotariatan dan dapat 
dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan penelitian lebih lanjut sehingga 
memperjelas mengenai penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh warga Negara 
asing secara pinjam nama atau nominee untuk menguasai hak atas tanah 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 
dan dapat memberikan informasi dalam menjalankan jabatan serta 
kewenangannya dalam membuat akta otentik bagi warga Negara asing.  
b. Bagi pemerintah, masyarakat, dan/atau peneliti sendiri, tesis ini diharapkan dapat 
memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk 
masalah-masalah yang timbul atas banyaknya kasus pinjam nama atau nomine  
c. Untuk dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum khususnya 
Hukum Kenotariatan berupa pemecahan masalah atau setidaknya dapat 
menyajikan pemikiran ilmiah dari suatu obyek penelitian, dan tidak merupakan 
duplikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya. 
 
